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ABSTRAK

Meningkatnya angka cerai gugat yang diajukan oleh istri mencerminkan
tumbuhnya kesadaran hukum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya
melalui peradilan. Salah satu alasan cerai gugat yang memiliki kekhususan adalah
pelanggaran taklik talak, yaitu janji bersyarat yang diikrarkan suami sebagai
komitmen hukum dalam perkawinan. Meskipun telah diakui dalam hukum positif
Indonesia, penerapan taklik talak dalam praktik peradilan tidak selalu sederhana
karena pelanggarannya harus dinilai dan dibuktikan melalui pertimbangan hakim.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji praktik cerai gugat dengan alasan
pelanggaran taklik talak di pengadilan Agama Sleman, mengidentifikasi bentuk
pelanggaran yang sering diajukan, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim
dalam memutus perkara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-
empiris, menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi putusan
pengadilan. Wawancara dilakukan dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama
Sleman, serta lima belas istri penggugat secara random. Penelitian ini juga
didukung oleh tiga putusan, yakni Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2025/PA.Smn.,
Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Smn, dan Putusan Nomor
1184/Pdt.G/2023/PA.Smn. Data-data yang dikumpulakan dianalisis dengan
menggunakan teori kesadaran hukum dan teori interpretasi hukum untuk melihat
sejauhmana kesadaran hukum tergambar dalam praktik gugatan cerai berbasis
pelanggaran taklik talak dan melihat bagaimana hakim merespon, menafsirkan
sikap hukum masyarakat dan memberikan argumen atas sikap hukum mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, meskipun poin-poin yang
diperjanjikan dalam taklik talak telah diakomodir dalam pasal-pasal ketentuan
alasan perceraian, taklik talak masih dibacakan oleh para suami dan kemudian
dijadikan alasan pengajuan cerai gugat oleh perempuan. Kedua, pelanggaran yang
sering diajukan secara berurutan adalah meninggalkan istri selama dua tahun
berturut-turut, gagalnya suami memberi nafkah kurang lebih tiga bulan, tidak
memperdulikan istri kurang lebih enam bulan, serta tindakan menyakiti badan istri
juga diajukan sebagai pernyataan pelanggaran taklik talak. Hasil penelitian juga
menunjukkan bahwa penggunaan taklik talak sebagai dasar cerai gugat berkaitan
dengan kesadaran hukum istri terhadap hak-haknya. Para hakim dalam memutus
perkara tidak hanya berpedoman pada terpenuhinya unsur pelanggaran taklik talak
secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan fakta persidangan, kondisi rumah
tangga para pihak, kekuatan alat bukti, serta prinsip keadilan.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Taklik Talak, dan Kesadaran Hukum



ABSTRACT

The increasing number of divorce lawsuits filed by wives reflects the
growing legal awareness of women in asserting their rights through judicial
proceedings. One distinctive ground for divorce is the violation of taklik talak,
namely a conditional pledge declared by the husband as a legal commitment within
marriage. Although faklik talak has been formally recognized under Indonesian
positive law, its application in judicial practice is not always straightforward, as any
alleged violation must be carefully assessed and proven through judicial
consideration. Accordingly, this study aims to examine the practice of divorce
lawsuits based on violations of faklik talak at the Sleman Religious Court, to
identify the forms of violations most frequently invoked, and to analyze judges’
legal considerations in adjudicating such cases.

This research is a field study employing a juridical-empirical approach,
using interviews and analysis of court decisions as data collection methods.
Interviews were conducted with judges and court clerks of the Sleman Religious
Court, as well as fifteen wives who filed divorce lawsuits selected randomly. The
study is also supported by three court decisions, namely Decision Number
1670/Pdt.G/2025/PA.Smn., Decision Number 211/Pdt.G/2025/PA.Smn., and
Decision Number 1184/Pdt.G/2023/PA.Smn. The collected data were analyzed
using theories of legal awareness and legal interpretation to examine the extent to
which legal awareness is reflected in divorce lawsuits based on violations of taklik
talak, as well as to analyze how judges respond to, interpret, and justify societal
legal attitudes through their legal reasoning.

The findings show that, first, although the substantive clauses of taklik talak
have been accommodated within statutory grounds for divorce, taklik talak
continues to be recited by husbands and subsequently used by wives as a legal basis
for filing divorce lawsuits. Second, the most frequently alleged violations include
the husband leaving the wife for two consecutive years, failure to provide
maintenance for approximately three months, neglecting or disregarding the wife
for about six months, as well as acts of physical abuse. The findings further indicate
that the use of taklik talak as a ground for divorce is closely related to wives’ legal
awareness of their rights. In deciding such cases, judges do not rely solely on the
formal fulfillment of the elements of taklik talak violations, but also consider the
facts revealed in court, the condition of the marital relationship, the strength of the
evidence, and principles of justice.

Keywords: Divorce Lawsuit, Taklik Talak, Legal Awareness.
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MOTTO

“Find a way or make one”

(£ 1 p) G G5 &E Y, 81 4l
"dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu,

yaa Tuhanku"

(Maryam: 4)

“Alam selalu memberi keniscayaan untuk berproses”

-qouluhu-
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan Bahasa
lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa
Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun
1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai
berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
| Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
< sa’ $ s (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z H¥ h h (dengan titik
dibawah)
¢ Kha’ Kh Kdan h
3 Dal D De
A Zal Z Z (dengan titik di atas)
J Ra’ R Er
J Za’ V4 Zet




o Sin S Es
o Sy Sy Es dan ye
o= Sad $ Es (dengan titik di
bawah)
o= Dad d De (dengan titik di
bawah)
b Ta t Te (dengan titik di
bawah)
L 7a’ & Zet (dengan titik di
bawah)
¢ ’An ‘ Koma terbalik ke atas
¢ Gain G Ge
s Fa’ F Ef
S Qaf Q Qi
< Kaf K Ka
J Lam L ‘el
B Mim M ‘em
O Nin N ‘en
3 Wawu W W
o Ha’ H Ha
s Hamzah ¢ Apostrof
s Ya’ Y Ye




II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

A ditulis Sunnah

ile ditulis ‘illah

II1. 7a’ Marbiitah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan 4

sl ditulis al-Ma’idah
EE ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “a/” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan 4

Bl A laa ditulis Mugaranah al-
Mazahib

IV. Vokal Pendek

1 : fathah ditulis A
2 - kasrah ditulis 1
3 : dammah ditulis U

Xi



V. Vokal Panjang

1 | fathah + alif a dals Jahiliyyah

2 fathah + alif a o yas'‘a
layyinah/ya’
mati

3 | Kasrah + ya’ mati r @S Karim

4 | dammah + wau i Uas A Sfuriid
mati

VI. Vokal Rangkap
fathah + ya’ mati ai A Bainakum
fathah + wau mati au Js8 Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
il a’antum
e u'iddat
AOSE G la’in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyyah
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Sl al-Qur’an

ol al-qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf1 (el)-nya.

¢laudl as-sama’

el asy-syams

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

a9l 93 zawl al-furiid

Al Jal ahl as-sunnah

X. Huruf Kapital
Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini
huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku
dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata
sandangnya.

Contoh:

,})é-:".‘ Quj Lﬁéﬂ (1)—’\ ‘j\-,-.‘g‘ Q‘Jﬁj\ Syahru Ramadan al-lazi unzila
fihi al-Qur’an
XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
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. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, contoh hadis, lafaz, zakat dan sebagainya.
. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, dan sebagainya.

. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Sholeh.

. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR

Sjle Leb 15812 odasd SISl Ol b J38 aliadsg SU-Lall o5 dramsy U & o)
A o9 adde A oo dlguyg obs Ihat OF dgddy d Syd Y oo L W1 ALY O ugdg ad

TRV Yl VT
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pola perceraian dengan gugatan cerai, yaitu perceraian yang diajukan
oleh istri, masih menjadi jenis perceraian yang paling dominan di Indonesia.
Pada tahun 2024, terdapat 308.956 kasus gugatan cerai, atau sekitar 77% dari
seluruh kasus perceraian. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
85.652 kasus cerai talak yang diajukan oleh suami.! Data tersebut memperkuat
kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir bahwa semakin banyak
perempuan yang memilih menggunakan jalur hukum untuk mengakhiri
perkawinan yang dinilai sudah tidak harmonis atau tidak lagi memberikan rasa
aman. Kondisi ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran perempuan terhadap
hak-hak hukumnya, terutama hak untuk mengajukan perceraian ketika suami
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.’

Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 116 mengatur bahwa
perceraian hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada alasan-alasan yang

dibenarkan menurut hukum Islam. Hal ini termasuk ketika salah satu pihak

! Emanuella Bungasmara Ega Tirta, “Fenomena Baru di RI: Istri Ramai-Ramai Gugat Cerai
Suami, Ada Apa?,” https://www.cnbcindonesia.com/research/20251026105301-128-
679268/fenomena-baru-di-ri-istri-ramai-ramai-gugat-cerai-suami-ada-apa diakses 15 November
2025.

2 Leliya, Muhamad Mujahidin, Muhamad Dadan Wildanuddin, “Perlindungan Hak-Hak
Perempuan dan Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kabupaten
Cirebon,” Jurnal Equalita, Vol. 7 No.1 (Juni 2025), him. 35.



melakukan perzinahan, menjadi pecandu alkohol, judi, atau narkoba yang sulit
disembuhkan, meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa
izin atau alasan yang baik, menerima hukuman penjara lima tahun atau lebih,
melakukan kekerasan atau pelecehan berat, memiliki disabilitas atau penyakit
yang menyulitkannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri,
terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang membuat mustahil
untuk hidup harmonis, salah satu pihak murtad, serta suami melanggar sighat
taklik talak di dalam rumah tangga.® Dari berbagai alasan di atas, pelanggaran
taklik talak menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena memuat sekaligus
aspek teologis, yuridis, dan sosiologis.

Taklik talak mengandung aspek teologis karena berakar pada konsep
janji dan tanggung jawab moral suami dalam ajaran islam,* aspek yuridis karena
taklik talak diakui dan diberi akibat hukum dalam sistem peradilan melalui
Kompilasi Hukum Islam, serta aspek sosiologis karena berkaitan langsung
dengan realitas pemenuhan nafkah dan perlindungan terhadap hak-hak
perempuan ketika suami gagal memenuhi kewajibannya.’ Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa taklik talak memiliki posisi yang penting dalam praktik
perkawinan dan perceraian. Untuk memahami lebih jauh kedudukan taklik talak

tersebut, perlu dijelaskan terlebih dahulu makna dan pengertian taklik talak.

3 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

4 Hamdiyah, “Taklik Talaq Sebagai Mekanisme Untuk Mempercepat Resolusi Konflik
Dalam Pernikahan,” Journal of Dual Legal Systems, Vol. 1, No. 2 (2024), hlm. 159.

5 Syafik Muhammad,dkk., “Antara Ikrar dan Realita: Studi atas Penurunan Pembacaan
Ikrar Taklik Talak di Masyarakat Tonjong Brebes,” Usrotuna: Journal of Islamic Family Law, Vol.
02, No. 01 (2025), him. 2.



Istilah taklik talak tersusun atas dua kata, yaitu taklik dan talak. Secara
bahasa, taklik bermakna mengaitkan atau menggantungkan suatu hal pada
kondisi tertentu.® Dalam konteks hukum Islam, taklik talak dipahami sebagai
talak bersyarat (falag mu‘allag), yakni perceraian yang keberlakuannya
bergantung pada terpenuhinya syarat yang telah ditentukan sebelumnya.’” Dalam
kajian fikih klasik, mayoritas ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi’iyah,
Hanafiyah, dan Hanabilah membolehkan praktik talak bersyarat selama syarat
yang ditentukan tidak melenceng dengan ketentuan syariat.® Dengan demikian,
apabila seorang suami menyatakan talak yang dikaitkan dengan suatu perbuatan
tertentu, maka ketika perbuatan tersebut benar-benar terjadi, talak dinyatakan
jatuh.

Di Indonesia, taklik talak tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai
doktrin fikih atau praktik keagamaan, melainkan telah memperoleh pengakuan
dan pengaturan resmi dalam sistem hukum nasional. Melalui peraturan
perundang-undangan dan praktik peradilan, negara memberikan legitimasi serta
kekuatan hukum terhadap keberlakuan taklik talak. Pasca kemerdekaan,
penguatan kedudukan taklik talak dilakukan oleh pemerintah melalui
Kementerian Agama Republik Indonesia dengan menetapkan rumusan ikrar

taklik talak secara resmi dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

¢ Safrizal, “Taklik Talak Dalam Perspektif Figh Syafi’iyyah Dan Hukum Positif,” Jurnal
Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 10, No. 1 (2023), him. 247.

7 Rika Kudzalifah, “Urgensi Sighat Taklik Talak sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri
Perspektif Gender (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak), ”
Skripsi Universitas Islam Sultan Agung (2022), hlm. 12.

8 Shofi Farhatun Zahro, “Taklik Talak: Analisis Terhadap Pendapat Empat Madzhab Fikih”,
Skripsi Universitas Islam Indonesia (2023), him. 6-7.



Nomor 2 Tahun 1990.° Dalam ketentuan tersebut, suami diwajibkan
mengucapkan ikrar yang memuat janji untuk tidak meninggalkan istri tanpa
pemenuhan nafkah lahir dan batin pada masa tertentu, tidak melakukan
perbuatan yang menyakiti, serta tidak membiarkan istri tanpa perlindungan.
Apabila janji tersebut dilanggar, istri diberikan hak untuk mengajukan perkara
ke Pengadilan Agama agar hakim menjatuhkan talak atas nama suami sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku. '

Sistem hukum Indonesia memberikan landasan yang kokoh untuk
pembentukan taklik talak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat diselesaikan melalui sidang
pengadilan setelah para pihak berusaha melakukan perdamaian.'! Selain itu,
Pasal 46 dan 47 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara khusus memberikan
hak kepada wanita untuk mengajukan perceraian apabila terbukti bahwa suami
telah melanggar taklik talak.'> Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak
hanya mengakui keberadaan taklik talak, tetapi juga menyediakan dasar hukum
yang jelas bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya melalui proses
peradilan. Meskipun Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 7

September 1996 menyatakan pembacaan sighat taklik talak bukan lagi menjadi

% Ibid., hlm. 4-5.

10 Tkhsan Robby Novera Siin, “Pemahaman Tentang Sighat Taklik Talak Pasca Ijab Kabul
dan Implementasinya di Pengadilan Agama Sungai Penuh,” JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan
dan Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 1 (2022), him. 418.

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39
ayat (1).

12 Kompilasi Hukum Islam, Buku I Bab VIII Pasal 46-47.



keharusan dalam akad nikah, praktik tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat
apabila telah disepakati oleh para pihak. Oleh karena itu, taklik talak yang
dicapai selama pernikahan masih berlaku dan tidak dapat dibatalkan.'?

Keberlakuan taklik talak yang bersifat mengikat tersebut menunjukkan
bahwa ikrar ini tidak sekedar berfungsi sebagai formalitas administratif dalam
perkawinan, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang nyata bagi para
pihak.'* Dalam konteks ini, taklik talak menempati posisi strategis sebagai
mekanisme pengendali perilaku suami sekaligus jaminan normatif bagi istri
apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban perkawinan.!> Pemahaman ini
sejalan dengan perkembangan wacana hukum keluarga kontemporer, khususnya
yang menaruh perhatian besar pada pemenuhan hak perempuan dan prinsip
kesetaraan gender.

Perhatian terhadap pemenuhan hak perempuan dan prinsip kesetaraan
gender dewasa ini semakin menguat. Organisasi hak asasi manusia, kelompok
advokasi perempuan, dan organisasi internasional masih berjuang untuk
mengakhiri praktik diskriminatif dalam hukum keluarga dan untuk memberikan

perlindungan terbaik bagi perempuan selama pernikahan dan setelah

13 Muhammad Afandy, Maghfirah, Ahmad Zikri, “Konsekuensi Pengucapan Sighat Taklik
Sebagai Perjanjian Dalam Pernikahan (Studi Analisis Dalam Mazhab Imam Syafi’i),” Journal of
Sharia and Law, Vol. 2, No. 3 (Juli 2023), hlm. 894.

14 Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan
Hukum Positif,” Medina-Te: Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1 (2016), hlm. 57.

15 Yuda Mualana, “Urgensi dan Konsekuensi Pembacaan Sighat Taklik Talak Setelah Akad
Nikah Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 7, No. 2 (2022),
hlm. 90.



perceraian.'® Sejalan dengan itu, Nastangin,!” Aisyah,'® dan Saputra'® dalam
kajiannya menyebutkan bahwa perempuan (istri) pada umumnya memandang
keberadaan taklik talak secara positif, karena dianggap sebagai sarana sekaligus
simbol pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, juga sebagai
cara untuk mengurangi kemungkinan suami bertindak sewenang-wenang dalam

O Sementara itu, Siin’' menjelaskan bahwa janji tertulis yang

pernikahan.?
dilafalkan oleh suami di hadapan petugas pencatat nikah dan para saksi setelah
akad nikah dikenal sebagai sighat taklik talak. Dari sudut pandang hukum
perjanjian, taklik talak dapat dipandang sebagai klausul yang menimbulkan

akibat hukum apabila dilanggar. Oleh karena itu, ketidakpatuhan suami terhadap

isi ikrar tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi, yang

16 Qurrotul Aini, Wildatus Sholehah, “Peran Taklik Talak dalam Melindungi Hak-Hak
Perempuan dalam Pernikahan,” Al-Fattah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol.1 No. 1 (2024),
hlm. 40.

17 Nastangin dan Muhammad Chaerul Huda, “Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam
Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari’ah,”
Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 4 No. 2 (2019), hlm. 163-178.

18 Siti Aisyah, “Perspektif Masyarakat Terhadap Urgensi Taklik Talak Dalam Keutuhan
Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar).” Tesis,
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2022), him. 62.

19 Hendi Saputra, dkk., “Substansi Sighat Ta’lik Talak Guna Menjaga Keutuhan Rumah
Tangga Perspektif Hukum Islam,” Bulletin of Islamic Law, Vol. 1, No. 1 (May 2024), him. 39.

20 Hilmiatun Nabila, “Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif
Gender”, Skripsi IAIN Purwokerto (2021), hlm. 3.

2! Tkhsan Robby Novera Siin, “Pemahaman Tentang Sighat Taklik Talak Pasca Ijab Kabul
dan Implementasinya di Pengadilan Agama Sungai Penuh,” JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan
dan Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 1 (2022), him. 409.



selanjutnya memberikan dasar hukum bagi istri untuk menuntut pemenuhan hak-
haknya melalui mekanisme peradilan.??

Dalam praktik peradilan, perkara cerai gugat tidak selalu berjalan secara
sederhana. Selain alasan perselisihan terus-menerus, istri mengajukan sebagian
besar gugatan cerai, dengan menyebutkan pelanggaran taklik talak sebagai salah
satu alasan hukumnya, terutama berkaitan dengan tidak terpenuhinya nafkah
lahir, adanya kekerasan baik verbal maupun fisik, pengabaian terhadap istri,
serta tindakan suami yang meninggalkan rumah tangga dalam jangka waktu
lama. Hakim memegang peranan penting dalam menilai apakah unsur
pelanggaran ikrar benar-benar terpenuhi, sekaligus menafsirkan keterkaitannya
dengan alasan perceraian lain, seperti syigaq (perselisihan yang berlarut-larut)
atau nusyuz (pembangkangan). Sejumlah putusan menunjukkan bahwa tidak
setiap gugatan yang mendalilkan pelanggaran taklik talak dapat dikabulkan,
karena hakim juga mempertimbangkan kekuatan alat bukti, kehendak para
pihak, serta kondisi rumah tangga secara keseluruhan. Kondisi ini menjadi
menarik untuk dikaji, mengingat karakteristik masyarakat Sleman yang relatif
urban, berpendidikan, dan memiliki akses informasi yang luas®® cenderung
mendorong perempuan untuk lebih memahami hak-haknya dalam perkawinan
serta berani menempuh jalur hukum ketika mengalami pengabaian nafkah,

ditinggalkan suami, atau bentuk pelanggaran taklik talak lainnya.

22 Hendi Saputra, dkk., “Substansi Sighat Ta’lik Talak Guna Menjaga Keutuhan Rumah
Tangga Perspektif Hukum Islam,” hlm. 34.

23 Nopriadi, “Pengukuran Tingkat Literasi Digital Masyarakat Kabupaten Sleman dalam
Konteks Pengembangan Smart Regency,” Merkurius : Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik
Informatika, Vol. 3 No.6 (November 2025), hlm. 234.



Pengadilan Agama Sleman dipilih menjadi lokasi penelitian karena ia
merupakan salah satu pengadilan agama dengan jumlah perkara cerai gugat yang
relatif tinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.?* Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024, Pengadilan
Agama Sleman tercatat menangani 1.058 perkara cerai gugat, disusul Pengadilan
Agama Bantul sebanyak 965 perkara, Pengadilan Agama Wonosari 904 perkara,
Pengadilan Agama Yogyakarta 415 perkara, dan Pengadilan agama Wates 361

Perkara.?

Selain itu Pengadilan Agama Sleman juga memiliki sistem
administrasi perkara yang cukup baik dan terbuka terhadap kegiatan penelitian.
Hal ini tercermin dari capaian peringkat pertama kategori ketaatan unggah
salinan putusan pada layanan e-Court triwulan III tahun 2025 berdasarkan
penilaian Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Sehingga hal tersebut
mendukung ketersediaan data yang valid dan representatif untuk kepentingan
penelitian ini.?

Berangkat dari uraian tersebut, untuk memahami bagaimana Pengadilan

Agama Sleman menangani perkara gugatan cerai berdasarkan pelanggaran taklik

talak, jenis-jenis pelanggaran taklik talak yang paling sering dijadikan dasar

2 Badan Pusat Statistik Provinsi Dacrah Istimewa  Yogyakarta,
https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-
table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZGIRMVo2VEdsbVVUMDkiMw==/nikah-dan-cerai-
menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-di-yogyakarta--2018.html?year=2024, akses 29
Januari 2026.

2> Badan Pusat Statistik Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta,
https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-
table/3/VkhwVUszZTXJPVmQ2ZFRKamNIZGI9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-
menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2024, akses 08 November
2025.

26 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2025, hlm. 71.



gugatan oleh pihak istri, serta menelaah sikap dan pertimbangan hukum para
hakim ketika mereka meninjau dan memutuskan perkara tersebut, maka
penelitian ini dianggap relevan untuk diselidiki lebih lanjut. Diharapkan
penelitian ini mampu menyajikan gambaran empiris mengenai tingkat kesadaran
hukum terhadap taklik talak sebagai sarana perlindungan hak perempuan, serta
memberikan saran penilaian kepada pengadilan agama untuk mengokohkan
kajian hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menerapkan konsep keadilan,

kesejahteraan, dan keseimbangan hak antara suami dan istri.

B. Rumusan Masalah
Diketahui latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan 3 rumusan masalah
di penelitian ini, yakni:
1. Sejauhmana taklik talak masih relevan dalam pengajuan cerai gugat di
Pengadilan Agama Sleman?
2. Bentuk pelanggaran taklik talak apa yang sering dijadikan alasan oleh istri
dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman?
3. Bagaimana sikap, dasar hukum, dan pertimbangan hakim dalam memutus
perkara cerai gugat yang didasarkan pada pelanggaran taklik talak di

Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:
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a. Menguraikan serta membedah praktik pelaksanaan cerai gugat dalam
alasan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sleman, mencakup
tahapan prosedural, landasan hukum, dan dinamika proses persidangan.

b. Menelusuri dan mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran taklik talak
yang mayoritas sering dijadikan dasar gugatan oleh pihak istri dalam
perkara perceraian.

c. Menganalisis sikap dan pertimbangan hukum hakim saat mengambil
keputusan dalam kasus cerai gugat berdasarkan pelanggaran taklik talak,
serta menilai sejauh mana putusan tersebut menjunjung tinggi prinsip
keadilan dan perlindungan hukum perempuan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis
Secara teoretis, studi ini berharap mampu memberikan khazanah kajian
hukum keluarga Islam, terkhusus terkait penerapan dan kesadaran hukum
terhadap taklik talak dalam praktik peradilan agama. Selain itu,
penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber daya ilmiah untuk
pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum
dan keadilan bagi perempuan dari perspektif hukum nasional dan hukum
Islam.

b. Kegunaan Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi
berbagai pihak. Bagi hakim dan aparatur Pengadilan Agama, studi ini

bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menerapkan hukum secara
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lebih adil, proporsional, dan sensitif terhadap perkara pelanggaran taklik
talak. Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab
masing-masing pihak, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang fungsi taklik talak sebagai alat
perlindungan hukum dalam perkawinan, khususnya bagi pasangan suami
istri. Selain itu, penelitian ini dapat membantu para pembuat kebijakan
dan organisasi keagamaan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan
dan perlindungan perempuan dengan lebih baik di bawah sistem hukum

keluarga Islam Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka ini disusun untuk memberikan landasan teoretis dan
membandingkan penelitian ini dengan studi-studi terdahulu yang memiliki tema
sejenis. Melalui telaah terhadap berbagai sumber ilmiah, baik berupa artikel
jurnal, skripsi, maupun tesis, penulis menemukan bahwa kajian mengenai cerai
gugat dan pelanggaran taklik talak dapat diklasifikasikan ke dalam tiga
kelompok corak pemikiran utama sebagai dasar untuk menentukan posisi dan
arah penelitian ini dalam konteks kajian yang telah ada sebelumnya.

Kelompok penelitian pertama mencakup kajian-kajian  yang
menitikberatkan perhatian pada dimensi hukum normatif serta konstruksi yuridis
terkait cerai gugat dan pelanggaran taklik talak dalam kerangka hukum keluarga
Islam di Indonesia. Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Layyinatusy
Syifa, yang menunjukkan bahwa status taklik talak sebagai alat hukum semakin

diperkuat oleh ketentuan taklik talak dalam akta nikah dan pengakuan
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eksplisitnya dalam Kompilasi Hukum Islam. Keberadaan klausul tersebut tidak
hanya memberikan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan, tetapi juga
berfungsi sebagai sarana perlindungan represif bagi perempuan ketika terjadi
pelanggaran dalam kehidupan perkawinan.?’” Sementara itu, penelitian yang
dilakukan oleh Muhammad Mirza Naufal dan rekan-rekannya mengungkap
adanya perbedaan pandangan yang cukup mendasar mengenai keabsahan serta
konsekuensi hukum taklik talak. Mazhab Zahiriyyah secara tegas tidak
mengakui keabsahan taklik talak, sementara fikih Syafi’iyyah justru
membolehkannya dan menilai talak dapat berlaku sah apabila syarat yang
digantungkan telah terpenuhi. Berbeda dengan kedua pandangan tersebut,
hukum positif di Indonesia menempatkan taklik talak dalam kerangka prosedural
yang lebih ketat, di mana talak tidak serta-merta dianggap sah hanya karena
terjadinya pelanggaran, melainkan harus diproses melalui mekanisme peradilan
agama.”® Pandangan ini sejalan dengan Safrizal yang menegaskan bahwa
menurut fikih Syafi’iyyah, pelanggaran terhadap taklik talak bisa berakibat
dijatuhkannya talak, namun pada sistem hukum nasional Indonesia, menurut

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian baru

27 Layyinatusy Syifa, “Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan
Hukum Bagi Perempuan Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia.” Skripsi Universitas Negeri
Salatiga (UIN) Salatiga (2025), hlm. ix.

28 Muhammad Mirza Naufal, dkk., “Taklik Talak Dalam Perspektif Mazhab Zahiri, Figih
Syafi’iyyah dan Hukum Positif Indonesia: Analisis Komparatif dan Novelty Konseptual”, Jurnal
Pendidikan Agama Islam Al-Amin, Vol. 2, No. 1 (Mei 2025), hlm. 100.
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dianggap sah setelah suami mengajukan permohonan cerai dan mengucapkan
ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama.?

Kelompok penelitian kedua memusatkan perhatian pada bagaimana
taklik talak diterapkan dalam praktik peradilan agama. Redi Adrian, melalui
penelitiannya, menguraikan bahwa gugatan cerai yang diajukan karena
pelanggaran sighat taklik talak berupa tindakan kekerasan fisik terhadap istri
dinyatakan terbukti dan dikabulkan oleh pengadilan. Putusan tersebut dinilai
mencerminkan upaya penegakan keadilan sekaligus memberikan perlindungan
yang komprehensif bagi pihak yang menjadi korban. Dalam perspektif fikih,
pelanggaran terhadap akad yang sah dapat menjadi dasar yang membenarkan
terjadinya talak, terlebih apabila pelanggaran tersebut berbentuk kekerasan fisik
maupun seksual yang dilakukan secara berulang. Penerapan hukum dalam
perkara semacam ini juga selaras dengan ketentuan hukum positif, seperti
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi
Hukum Islam, yang berupaya mengharmoniskan norma hukum dengan tuntutan
keadilan substantif.’® Selanjutnya, Ilman Zidni menelaah perbedaan antara
khuluk dan taklik talak berdasarkan pandangan hakim Pengadilan Agama
Brebes. la menyimpulkan bahwa khuluk terjadi ketika istri mengajukan

permohonan cerai dengan alasan-alasan umum yang dibenarkan oleh KHI,

2 Safrizal, “Taklik Talak Dalam Perspektif Figh Syafi’iyyah Dan Hukum Positif,” Jurnal
Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 10, No. 1 (2023), him. 75.

30 Redi Adrian, “Gugatan Cerai Atas Pelanggaran Sighat Talik Talak Karena Suami
Menyakiti Badan Istri di Pengadilan Agama Sleman,” Skripsi Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta (2025), hlm. viii.
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sedangkan taklik talak berangkat dari pelanggaran terhadap perjanjian taklik
yang telah diikrarkan dan ditandatangani oleh suami pada saat akad nikah.
Dengan demikian, dasar perceraian dalam perkara taklik talak bersifat lebih
khusus dibandingkan khuluk. Temuan ini diperkuat dengan paparan
Khairunnisa®®  yang menjelaskan bahwa  Majelis Hakim  harus
mempertimbangkan setidaknya tiga faktor utama ketika menyelesaikan kasus
perceraian yang diakibatkan oleh pelanggaran taklik talak, yaitu adanya ikrar
taklik talak yang sah sebelum atau saat perkawinan, terbuktinya pelanggaran
terhadap ikrar tersebut, serta sikap istri yang menyatakan tidak rela dan bersedia
membayar iwad. Dalam perkara yang ditelitinya, hakim mendasarkan
pertimbangannya pada aspek filosofis dan normatif sebagai dasar pengambilan
putusan.

Kelompok studi ketiga berfokus pada taklik talak sebagai cara untuk
melindungi perempuan dalam ikatan pernikahan. Menurut penelitian Alfiyah
Faizah Dwiyanti, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama
(cendekiawan Islam) di Pondok Pesantren Buntet, mayoritas dari mereka melihat
taklik talak sebagai alat untuk membela hak-hak perempuan. Perbedaan tersebut
terbagi ke dalam dua kelompok, yakni pihak yang menilai bahwa taklik talak
telah memberikan perlindungan secara utuh, serta pihak lain yang berpendapat

bahwa perlindungan yang dihasilkan belum sepenuhnya menyentuh seluruh

31 Khairunnisa, “Penyelesaian Perkara Taklik Talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang
(Studi Perkara Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Pdg),” Skripsi Universitas Andalas (2021), hlm. 2.
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aspek hak perempuan.’? Pandangan tersebut sejalan dengan temuan Karmila
Fitri Yana yang menunjukkan bahwa masyarakat, aparat KUA, dan tokoh agama
di Kecamatan Batu pada umumnya mendukung pembacaan sighat taklik talak
dalam perkawinan. Dorongan ini didasarkan pada gagasan bahwa taklik talak
dapat membela hak-hak istri dan mencegah suami bertindak sewenang-wenang,
seperti mengabaikan istri atau gagal membayar natkah. Dilihat dari sisi Sadd al-
Dzari‘ah, praktik tersebut juga dipandang relevan karena berfungsi sebagai
langkah pencegahan terhadap kemudaratan sekaligus upaya menjaga keadilan
dalam kehidupan rumah tangga.*

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat
dilihat bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normatif
mengenai keabsahan taklik talak serta penerapannya secara umum dalam
peradilan agama. Belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai
pengetahuan hukum para pihak, sikap terhadap hukum, dan logika hakim dalam
mengambil keputusan dalam kasus perceraian berdasarkan pelanggaran taklik
talak. Dengan menganalisis secara empiris praktik cerai gugat karena
pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sleman, penelitian ini bertujuan

untuk mengisi kesenjangan tersebut. Selain itu, dengan menggunakan teori

32 Alfiyah Faizah Dwiyanti, “Urgensi Praktik Taklik Talak dalam Upaya Perlindungan Hak-
Hak Perempuan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon.” Skripsi TAIN Syekh
Nurjati Cirebon (2024), hlm. i.

3 Karmila Fitri Yana,” Sighat Taklik Talak sebagai upaya perlindungan hukum bagi
perempuan dalam perkawinan ditinjau dari perspektif Sadd Al-Dzari'ah: Studi pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Batu. ” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2022), hIm.
Xvii.
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kesadaran hukum dan teori penalaran hukum sebagai kerangka analitis untuk
menganalisis peran taklik talak sebagai alat keadilan dan perlindungan bagi
perempuan, penelitian ini mengkaji jenis-jenis pelanggaran taklik talak yang
paling sering diajukan serta pertimbangan hukum para hakim dalam mengambil

keputusan.

E. Kerangka Teoritik
Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan teori interpretasi hukum
Ronald Dworkin digunakan sebagai alat analisis dalam studi ini.
1. Teori Kesadaran Hukum oleh Soerjono Soekanto

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah
keadaan di mana seseorang menyadari bahwa suatu kegiatan tertentu tunduk
pada peraturan hukum. Kesadaran ini berfungsi mendorong individu untuk
menaati ketentuan yang berlaku, baik dengan menghindari tindakan yang
dilarang maupun melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh

hukum.?*
Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dapat dipahami
sebagai sikap dan nilai yang tertanam dalam diri seseorang terkait
keberadaan hukum, baik hukum yang berlaku saat ini maupun hukum yang

diharapkan ada, khususnya mengenai peran dan fungsi hukum sebagai nilai

3% Azmiaty Zuliah, Adi Putra, Dian Hardian Silalahi, “Kesadaran Hukum Masyarakat
Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam,” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 8 No.
1 (Juni 2021), hlm. 61.
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yang bersifat objektif. 33 Alih-alih mengevaluasi kejadian sosial tertentu,
fokusnya adalah pada peran hukum sebagai panduan hidup.*®

Sejumlah kajian, kesadaran hukum kerap dikaitkan sejauh mana
masyarakat mematuhi aturan. Namun, kepatuhan tersebut tidak selalu
menunjukkan adanya kesadaran hukum yang sejati. Seseorang mungkin
mematuhi hukum semata-mata karena takut akan hukuman, bukan karena
mereka menyadari pentingnya dan tujuan dari peraturan tersebut. Akibatnya,
sangat penting untuk membedakan berbagai tingkatan kesadaran hukum
yang muncul dalam masyarakat.?’

Pembahasan mengenai kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan dari
indikator-indikator yang membentuknya. Indikator-indikator inilah yang
kemudian menjadi faktor penting dalam menentukan tinggi rendahnya
tingkat kesadaran hukum seseorang maupun suatu kelompok masyarakat.®

Profesor Soerjono Soekanto mengusulkan empat alat ukur kesadaran hukum

yang berkembang secara berurutan.*

33 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002), hlm. 215.

36 Fatma Tria Arresti, “Kesadaran Calon Pengantin (CATIN) di Kota Malang Terhadap
Perjanjian Perkawinan Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto,” Tesis UIN Maulana
Malik Ibrahim (2024), him. 31.

37 Amalia Cahyani, “Analisis Tingkat Keesadaran Hukum Masyarakat: Klasifikasi dan
Implikasinya, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan,” Vol. 11 No. 4 (2025), him. 2.

3% Azmiaty Zuliah, Adi Putra, Dian Hardian Silalahi, “Kesadaran Hukum Masyarakat
Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan dalam Kehidupan Sehari-hari,” Jurnal llmiah
Penegakan Hukum, Vol. 8 No. 1 (Juni 2021), hlm. 62.

3 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002), hlm. 215-216.



18

a. Pengetahuan tentang hukum (Law Awareness), yaitu pemahaman
mendasar seseorang tentang perilaku yang diatur oleh hukum tertulis,
termasuk apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Menurut
Soerjono, kesadaran hukum perlu dibangun di atas pengetahuan
mengenai apa yang dimaksud dengan hukum. Tanpa memahami
pengertian hukum, seseorang tidak akan mampu menjalankannya secara
tepat. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari bahwa hukum hadir
untuk melindungi warga negara dari berbagai tindakan yang
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.*

b. Pemahaman terhadap hukum (law acquaintance), yakni informasi yang
dimiliki seseorang tentang isi, tujuan, dan keuntungan dari peraturan
tersebut. Selain mengetahui keberadaan hukum, seseorang juga harus
memahami secara menyeluruh makna, manfaat, dan substansi hukum
tersebut. Pemahaman ini diperlukan agar penerapan hukum dapat
berlangsung sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.*!
Misalnya, pemahaman yang mendalam tentang Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang usia minimum pernikahan di Indonesia membantu
meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan terhadap hukum.

c. Sikap terhadap hukum (legal attitude), yaitu kecenderungan untuk
menerima atau menolak suatu aturan berdasarkan evaluasi atau

pengetahuan tentang kegunaan hukum tersebut dalam kehidupan. Pada

0 Ibid.

41 Ibid.
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tahap ini mulai tumbuh penghargaan terhadap hukum, disertai kesadaran
akan kewajiban terhadap orang lain. Ketika seseorang memahami
batasan antara perbuatan yang dibenarkan dan yang dilarang, serta
menyadari adanya konsekuensi atas setiap tindakan baik maupun buruk,
maka kesadaran hukum akan terbentuk secara alamiah.*?

d. Perilaku hukum (legal behavior), yaitu tingkat kepatuhan masyarakat
dan bagaimana suatu aturan hukum dijalankan dalam kehidupan
masyarakat. Apabila aturan hukum itu dijalankan, maka sejauh mana
aturan tersebut berlaku secara nyata, serta sejauh mana tingkat kepatuhan
masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.* Fase ini
menunjukkan bagaimana hukum sebenarnya diterapkan dalam situasi
sosial. Pola perilaku dapat mengungkapkan apakah suatu aturan benar-
benar ditegakkan dalam masyarakat, indikasi ini dianggap sebagai yang
paling penting. Oleh karena itu, pola perilaku hukum yang diamati dalam
kehidupan sehari-hari dapat digunakan untuk mengukur tingkat

pengetahuan hukum dalam masyarakat.

2 Ibid.

+ Ibid.
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2. Teori Interpretasi Hukum oleh Ronald Dworkin

Ronald Dworkin mengembangkan teori interpretasi hukum sebagai
kritik terhadap positivisme hukum yang memandang hukum semata-mata
sebagai kumpulan aturan tertulis (rules) yang bersumber dari otoritas
formal. Menurut Dworkin, pandangan tersebut tidak memadai untuk
menjelaskan praktik hukum modern, khususnya ketika hakim dihadapkan
pada perkara-perkara sulit (hard cases) yang tidak dapat diselesaikan hanya
dengan menerapkan teks undang-undang secara mekanis.*

Dworkin menegaskan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan,
tetapi juga mencakup prinsip-prinsip hukum (legal principles) yang bersifat
normatif dan moral, seperti keadilan dan kesetaraan. Prinsip-prinsip ini
meskipun tidak selalu tertulis secara eksplisit, tetapi ia hidup dan bekerja
dalam praktik peradilan serta menjadi bagian dari sistem hukum itu sendiri.
Oleh karena itu, dalam memutus perkara, hakim dalam memutus perkara
tidak cukup hanya berpegang pada bunyi aturan, melainkan juga
mempertimbangkan prinsip-prinsip yang memeberikan makna dan

legitimasi moral terhadap aturan tersebut.*’

4 Ronald Dworkin, Law’s Empire, (Cambridge: Harvard University Press, 1986), him. 1-

4 Ibid, hlm. 45.
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Perbedaan antara aturan dan prinsip menjadi fondasi utama teori
Dworkin. Aturan bekerja secara all or nothing, jika syaratnya terpenuhi
maka aturan berlaku, jika tidak maka aturan gugur. Sebaliknya, prinsip
memiliki bobot yang dapat ditimbang satu sama lain dalam proses penalaran
hakim. Untuk menjalankan penafsiran hukum tersebut, Dworkin
mengemukakan metode interpretasi dua tahap, yaitu fit dan justification.
Tahap fit mengharuskan hakim menyesuaikan interpretasi dengan struktur
hukum yang telah ada. Selanjutnya, tahap justification menuntut hakim
memilih interpretasi yang paling mencerminkan prinsip moral dan rasa
keadilan yang mendasari sistem hukum.*® Konsekuensi dari pandangan
tersebut tampak dalam hard cases, Dworkin menolak anggapan bahwa
ketika hukum tertulis tidak memberikan jawaban yang jelas, hakim
memiliki kebebasan diskresi penuh untuk membuat hukum baru.
Menurutnya, bahkan dalam perkara sulitpun, selalu ada jawaban benar yang
dapat ditemukan melalui interpretasi hukum yang tepat, yakni interpretasi
yang paling selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam sistem

hukum tersebut.*’

6 Muhamad Ibra Akbar Maulana, “Dworkin dan Tradisi Common Law : Implikasi Filosofis
dan Praktis,” Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, Vol. 3 No. 1
(2025), hlm. 8.

47 Ronald Dworkin, Law s Empire, Harvard University Press, him. 81-86.
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Pandangan tersebut dirumuskan lebih lanjut dalam konsep law as
integrity, yaitu hukum harus dipahami sebagai suatu kesatuan yang utuh dan
koheren, seolah-olah diciptakan oleh satu pengarang yang konsisten.*s
Hakim dituntut untuk menjaga kesinambungan antara putusan-putusan
sebelumnya, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip dasar
hukum. Untuk menggambarkan peran ideal tersebut, Dworkin
memperkenalkan figur hipotesis Judge Hercules, yakni hakim yang
memiliki kemampuan intelektual sempurna untuk menelusuri seluruh
sejarah hukum, yurisprudensi, dan prinsip moral yang relevan sebelum
mengambil keputusan.*’ Hakim dituntut melakukan penalaran hukum yang
serius, rasional, dan bermoral, bukan sekedar menerapkan pasal secara
formalistik.

Dalam konteks penelitian ini, teori interpretasi hukum Ronald
dworkin menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana hakim Pengadilan
Agama Sleman menafsirkan pelanggaran taklik talak dalam perkara cerai
gugat. Ketika norma taklik talak dihadapkan pada fakta sosial yang
kompleks, seperti penelantaran nafkah, meninggalkan istri, kekerasan, dan
pengabaian terhadap istri, hakim tidak hanya menerapkan ketentuan
Kompilasi Hukum Islam secara tekstual, tetapi juga menimbang prinsip
keadilan, perlindungan terhadap perempuan, dan kepastian hukum. Dengan
demikian, putusan hakim dapat dipahami sebagai hasil dari proses
interpretasi hukum yang tidak netral secara moral, melainkan berorientasi

pada integritas dan tujuan hukum itu sendiri.
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F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research),yakni
penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yakni
Pengadilan Agama Sleman untuk memperoleh data faktual dari subjek yang
diteliti.’ Melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh informasi aktual
dari sumber primer seperti hakim, panitera, pengacara, maupun pihak yang
berperkara, serta dokumen putusan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti
menangkap kenyataan praktik hukum secara langsung, termasuk bagaimana
alasan pelanggaran taklik talak diajukan, dibuktikan, dan dipertimbangkan
dalam proses pemeriksaan perkara. Data diperoleh melalui kegiatan
lapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang
memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.>!
Sifat Penelitian

Tujuan dari studi deskriptif-analitis ini adalah untuk memberikan

t’52

deskripsi data yang sistematis dan akurat,”” menganalisis praktik Pengadilan

Agama Sleman dalam mengajukan gugatan cerai berdasarkan pelanggaran

(Jakarta:

35.

8 Ibid, .
# Ibid.

30 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi Kualitatif dan Kuantitatif,
Kencana, 2020), hlm. 56.

31 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia,2019), hlm.

32 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor

Indonesia), 2021, hlm. 58.
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taklik talak, serta analisis kritis terhadap jenis-jenis pelanggaran yang sering
digunakan sebagai dasar gugatan dan faktor-faktor hukum yang
dipertimbangkan hakim ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini.
Sifat deskriptif digunakan untuk menjelaskan data dan fenomena yang
ditemukan di lapangan, sedangkan sifat analitis digunakan untuk
menafsirkan makna dan relevansi hukum dari praktik yang terjadi
berdasarkan teori kesadaran hukum.
3. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan metodologi yuridis-empiris, yang
mengintegrasikan analisis standar hukum dengan pengamatan empiris
terhadap penerapannya secara praktis.>® Secara yuridis, penelitian
menganalisis aturan terkait taklik talak dan perceraian dalam UU
Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Secara
empiris, penelitian ini mengamati bagaimana hakim menggunakan hukum-
hukum ini dalam putusan perceraian dengan mengutip pelanggaran talak
taklik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesesuaian
atau ketidaksesuaian antara law in books dan law in action, serta memahami
faktor-faktor sosial maupun hukum yang memengaruhi pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan.

4. Sumber Data

Studi ini memanfaatkan dua sumber data utama, yakni:

a. Data Primer

33 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153.
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Informasi ini didasarkan pada pengamatan langsung terhadap hal
yang sedang diteliti atau percakapan mendalam dengan informan
penelitian di lapangan.* Putusan-putusan cerai gugat yang diajukan
dengan alasan pelanggaran taklik talak, yakni Putusan Nomor
1670/Pdt.G/2025/PA.Smn., Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Smn,
dan Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2023/PA.Smn., kemudian wawancara
terhadap satu hakim dan satu panitera mengenai penerapan hukum, serta
informasi dari lima belas penggugat atau istri secara random termasuk di
antara data utama dari penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai landasan teoretis sekaligus
pendukung data utama, yang diperoleh melalui kajian kepustakaan serta
penelusuran berbagai dokumen resmi.>® Informasi yang dikumpulkan dari
sumber daya perpustakaan yang mencakup ide, konsep, perundang-
undangan, dan peraturan yang relevan, termasuk: buku hukum Islam dan
hukum keluarga, putusan-putusan, jurnal ilmiah dan tesis terkait taklik
talak, Fatwa MUI tentang taklik talak, sumber akademik online (Google
Scholar, Portal Badilag MA).

5. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dan dokumentasi adalah dua metode utama yang

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Gaya

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm.12.

35 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2011), him. 181.



26

wawancara semi-terstruktur yang digunakan dalam penelitian ini
memungkinkan untuk menghasilkan pertanyaan lanjutan seiring
berjalannya diskusi, tetapi juga menggunakan pertanyaan yang telah

dirumuskan sebelumnya.>

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak
terkait di Pengadilan Agama Sleman, meliputi hakim, panitera, dan pihak
perempuan yang memohon ajuan cerai gugat dengan alasan pelanggaran
taklik talak, guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik dan
pertimbangan hukum dalam penerapannya.

Studi ini juga menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi
adalah metode pengumpulan data yang mencakup penyusunan beberapa
jenis informasi, baik tertulis, lisan, maupun visual.>’ Teknik dokumentasi
dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah putusan pengadilan,
naskah akad nikah yang memuat sighat taklik talak, serta peraturan
perundang-undangan yang relevan, seperti Kompilasi Hukum Islam dan
Undang-Undang Perkawinan. Untuk mengumpulkan informasi yang tepat
dan menyeluruh mengenai praktik taklik talak sebagai dasar perceraian di

Pengadilan Agama Sleman, kedua metode ini digabungkan.

6. Teknik Analisis Data

Pengolahan data pada studi ini dilaksanakan dengan memakai pola

penalaran induktif, yakni menelaah berbagai temuan yang bersifat spesifik

36 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, cet. ke-1 (Makassar: Syakir Media
Press, 2021), hlm. 146.

57 Feny Rita Fiantika, dkk., Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. Ke-1 (Padang: PT. Global
Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 14.
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dan muncul dari fakta-fakta di lapangan, kemudian merumuskannya
menjadi simpulan yang lebih umum.’® Langkah pertama dalam prosedur
analisis studi ini adalah mengumpulkan dan meninjau data empiris dari kerja
lapangan, termasuk putusan pengadilan dan wawancara. Untuk
mengidentifikasi tren dan pola dalam praktik perceraian berdasarkan
pelanggaran perjanjian perceraian, temuan-temuan ini kemudian secara
bertahap diperiksa. Dari proses tersebut selanjutnya dirumuskan simpulan
umum mengenai cara penerapan hukum, bentuk-bentuk pelanggaran taklik

talak yang sering terjadi, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

G. Sistematika Pembahasan Tesis

Tesis ini disusun menjadi lima bab yang saling berhubungan dan membentuk
rangkaian pembahasan yang logis. Berikut adalah struktur penulisannya:

Bab I yakni pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis,
metode penelitian (jenis, sifat, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan
data, dan teknik analisis data), serta sistematika penulisan tesis.

Bab II berisi konsep cerai gugat dan taklik talak menurut peraturan
perundang-undangan dan hukum islam. Di dalamnya membahas pengertian dan
dasar hukum cerai gugat, prosedur cerai gugat dan dampak cerai gugat baik dari
sisi psikologis maupun hukum. Bab ini juga memaparkan pengertian dan dasar

hukum taklik talak, sighat taklik talak dan sejarah perkembangan ketentuan

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2016), hlm. 245.



28

hukumnya, pemahaman perempuan terhadap sighat taklik talak, serta taklik talak
sebagai alasan cerai gugat.

Bab III menjelaskan praktik cerai gugat berdasarkan pelanggaran taklik
talak di Pengadilan Agama Sleman. Tujuan dan misi Pengadilan Agama Sleman,
struktur organisasi, dan ringkasan luas tentang wewenang, tanggung jawab, dan
wilayah yurisdiksinya dijelaskan dalam bab ini. Selain itu, bab ini juga
menjelaskan informasi data statistik mengenai cerai gugat secara umum dan data
cerai gugat berdasarkan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sleman.
Kemudian, dijelaskan pula alasan-alasan cerai secara umum dan alasan-alasan
cerai gugat dengan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sleman. Di
bagian akhir bab ini dijelaskan putusan-putusan yang berkaitan dengan cerai
gugat berdasarkan pelanggaran taklik talak.

Bab IV menyajikan hasil dan analisis temuan lapangan tentang praktik
cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman berdasarkan pelanggaran taklik talak.
Pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum para pihak dalam praktik cerai
gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak dibahas dalam bab ini bersamaan
dengan analisis data berdasarkan teori yang digunakan. Bab ini juga membahas
landasan hukum dan argumen yang digunakan hakim untuk memutus kasus cerai
gugat berdasarkan pelanggaran taklik talak dan implikasinya.

Bab V yakni penutup, yang mencakup simpulan atau ringkasan temuan
serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang terhadap praktik cerai

gugat dengan pelanggaran taklik talak.
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari studi dan diskusi seputar

praktik cerai gugat berdasarkan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama

Sleman. Temuan-temuan tersebut meliputi hal-hal berikut:

1.

Praktik pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sleman dengan
alasan pelanggaran taklik talak pada dasarnya telah sejalan dengan aturan
hukum positif, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam. Taklik talak dipandang sebagai landasan hukum yang
memungkinkan istri untuk mengajukan perceraian melalui sistem hukum,
bukan sebagai prosedur perceraian otomatis. Dalam praktik persidangan,
dalil pelanggaran taklik talak kerap dirangkai secara kumulatif dengan
alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, terutama ketika unsur
pelanggaran bersifat abstrak atau sulit dibuktikan secara langsung.
Meskipun substansi taklik talak pada dasarnya telah terakomodasi dalam
pasal-pasal mengenai alasan perceraian, taklik talak tetap dibacakan oleh
suami setelah akad nikah dan kemudian digunakan oleh istri sebagai dasar
pengajuan cerai gugat, schingga dalam praktiknya taklik talak lebih sering
berfungsi sebagai penguat argumentasi gugatan dibandingkan sebagai
satu-satunya dasar hukum yang berdiri sendiri.

Bentuk pelanggaran taklik talak yang sering diajukan oleh istri di

Pengadilan Agama Sleman secara berurutan adalah meninggalkan istri
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selama dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib,
membiarkan atau tidak mempedulikan istri, serta menyakiti badan atau
jasmani istri. Adapun yang paling dominan adalah meninggalkan istri
selama dua tahun Dberturut-turut. Namun, penelitian empiris
mengungkapkan bahwa alasan mengabaikan istri dan tidak membayar
nafkah jarang disajikan secara terpisah, melainkan alasan tersebut
terintegrasi ke dalam penjelasan atas konflik atau perselisihan terus-
menerus sebagaimana diuraikan dalam Pasal 116 huruf (f) KHI. Sementara
itu, alasan meninggalkan istri cenderung lebih mudah dibuktikan dan lebih
sering dijadikan dasar utama gugatan, sedangkan alasan kekerasan fisik
membutuhkan dukungan alat bukti tambahan berupa bukti medis atau
keterangan saksi yang kuat.

. Ketika mempertimbangkan perkara cerai gugat berdasarkan pelanggaran
taklik talak, para hakim Pengadilan Agama Sleman menunjukkan
pendekatan yang hati-hati namun berorientasi pada kepastian hukum.
Hakim memahami kedudukan taklik talak sebagai perjanjian yang sah dan
mengikat setelah diucapkan serta ditandatangani, sekaligus mengakui
fungsinya sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri. Akan tetapi,
hakim tetap menempatkan standar pembuktian hukum acara perdata
sebagai syarat utama, sehingga pelanggaran taklik talak tidak cukup hanya
dinyatakan, melainkan harus dibuktikan secara meyakinkan. Menurut teori
kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan tingkat

kesadaran hukum reflektif hakim, yang mencakup tidak hanya memahami
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hukum tetapi juga menerapkannya secara kritis untuk memastikan bahwa
hukum tersebut tidak disalahgunakan sebagai jalan pintas formal untuk

perceraian.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa taklik talak masih

memiliki peran penting dalam praktik peradilan agama sebagai instrumen

perlindungan hukum bagi perempuan. Namun demikian, efektivitasnya sangat

ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum para pihak serta kemampuan

pembuktian dalam proses persidangan.

B. Saran

L.

Diketahui temuan tersebut, penulis memberikan saran berikut:

Bagi Pengadilan Agama dan aparat peradilan, butuh dilakukan penguatan
sosialisasi kepada masyarakat mengenai kedudukan dan mekanisme
penerapan taklik talak. Sosialisasi ini tidak hanya menekankan keberadaan
taklik talak dalam buku nikah, tetapi juga memberikan pemahaman
mengenai unsur-unsur pelanggaran, standar pembuktian, serta prosedur
hukum yang harus ditempuh agar hak-hak istri dapat terlindungi secara
optimal.

Bagi lembaga terkait, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), diperlukan
pembinaan pra-nikah yang lebih substantif dengan menjelaskan makna
hukum taklik talak secara menyeluruh kepada calon pengantin. Penjelasan
tersebut penting agar taklik talak tidak dipahami sebatas formalitas
administratif, melainkan sebagai perjanjian hukum yang memiliki

konsekuensi nyata dalam kehidupan perkawinan.
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3. Bagi perempuan sebagai subjek hukum, peningkatan literasi hukum
menjadi kebutuhan yang mendesak, terutama terkait hukum acara perdata
dan standar pembuktian di pengadilan. Pemahaman yang memadai
diharapkan dapat membantu istri menyusun gugatan secara lebih kuat dan
realistis, sekaligus meminimalkan risiko kegagalan gugatan akibat
kelemahan alat bukti.

4. Bagi akademisi dan peneliti kedepannya, studi ini bisa dikembangkan
melalui pendekatan komparatif antar pengadilan agama atau dengan
mengkaji lebih lanjut dampak putusan cerai gugat berbasis taklik talak
terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Kajian lanjutan
juga dapat memperdalam hubungan antara tingkat kesadaran hukum
masyarakat dan perubahan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini bisa membantu

mengembangkan kajian hukum keluarga Islam yang lebih adil, mudah

beradaptasi, dan berfokus pada pembelaan hak-hak perempuan, baik secara

filosofis maupun praktis.
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